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Mengingat 

BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR f TAHUN 2020 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2014 

TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa informasi yang dikecualikan merupakan informasi 

yang bersifat dinamis, sehingga perlu dilakukan evaluasi 

setiap tahunnya; 

b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 Tahun 

2014 sudah tidak sesuai dengan dinamika Pemerintahan 

Kabupaten Wonosobo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati 

Nomor 69 Tahun 2014 tentang Daftar lnformasi Yang 

Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 t ntang 

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 

Dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4841) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - U dang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 



Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071 ); 

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 

5234 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang -

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 

6398 ); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 



Menetapkan 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informa i Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

Dan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengklasifikasian Informasi Publik; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 ), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo omor 

3 ); 

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informa i dan 

Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22); 

13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ( Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23 ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO. 

Pasal 1 
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang lnformasi Yang Dikecualikan 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ( Berita Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2014 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 2 
(1) Bupati menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang 

Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 
(2) Dalam menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang 

Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi 
setiap tahun. 

(3) Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Wonosobo. 

Ditetapkan di .. .," ..... .., 
pada tanggal 

Diundangkan di Worwsobo .iD .2...o 
pada tanggal .2 8 fJ eb Kl() r ' 
SEKRETA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

ONE AN 
BERITA DAERA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR !} 


